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BAB I.
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Alor menjadi daerah tingkat II definitif secara yuridis
formal, berdasarkan Undang-undang Nomor 64 Tahun 1959 dan
Lembaran Negara Nomor 115 Tahun 1958 serta Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1649. Kabupaten Alor adalah wilayah
kepulauan dengan 15 pulau terdiri atas 9 pulau yang
berpenduduk dan 6 pulau tidak berpenduduk. Pulau berpenduduk
terbanyak berada di daratan utama Pulau Alor, diikuti oleh Pulau
Pantar, Pulau Pura, Pulau Ternate, Pulau Tereweng, Pulau Buaya,
Pulau Kangge dan Pulau Kepa. Pulau Alor adalah kelompok
terakhir dari pulau-pulau di ujung timur jauh dalam gugusan
Kepulauan Solor-Alor, dengan jarak sekitar 65 kilometer dari
Pulau Timor. Berdasarkan aspek Geofisika, Kabupaten Alor
merupakan daerah yang rawan gempa bumi karena terletak pada
jalur Laut Banda yang merupakan area pertemuan 3 (tiga)
lempeng bumi.

Luas wilayah daratan Kabupaten Alor adalah 2.928,87 km², luas
wilayah perairan 10.773,62 km² dan panjang garis pantai 287,1
km2. Secara geografis daerah ini terletak di bagian utara dan
paling timur dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 08º
06’ 86”LS - 08º 57’ 35”LS dan 123º 80’37 BT - 125º 10’ 60 BT,
terbagi atas 17 kecamatan dengan 17 Kelurahan dan 158 desa.
Batas alam Kabupaten Alor di sebelah utara dengan Laut Flores,
sebelah selatan dengan Selat Ombay, sebelah timur dengan Selat
Wetar dan perairan Republik Demokratik Timor Leste dan sebelah
barat dengan Selat Alor (Kabupaten Lembata). Berdasarkan
topografi wilayah, Kabupaten Alor merupakan daerah pegunungan
tinggi yang dikelilingi oleh lembah-lembah dan jurang-jurang.
63.94 % dari wilayah di Kabupaten Alor merupakan daerah
dengan kemiringan bervariasi antara 0-2o hingga kemiringan <40o

(63%). (BPS Kabupaten Alor, 2012).

Hasil Survey Baseline ekosistem terumbu karang yang dilakukan
WWF Indonesia Solor Alor Project pada wilayah Perairan di
Kabupaten Alor tahun 2009, ditemukan kurang lebih 31 genus
yang tergolong dalam 13 famili karang keras. Dengan persentase
tutupan karang keras di Perairan Kabupaten Alor rata-rata
sebesar 34,95%, Kondisi karang hidup seperti ini dapat
dikategorikan  "Cukup Baik"  atau  “ Sedang”.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 4 TAHUN 2013

TANGGAL 12 APRIL 2013
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Selain itu, Karakteristik perairan di Kawasan Alor sangat unik,
yaitu adanya peristiwa up welling yang terjadi setiap tahun dimana
arus dingin dengan suhu mencapai titik beku dari dasar laut ke
permukaan dan kekayaan sumberdaya alam yang tinggi. Selain
itu, kawasan ini juga merupakan jalur migrasi mamalia laut,
penyu, manta dan ikan-ikan pelagis. Kondisi ini tentunya
memberikan ciri khas tertentu dari Kawasan Perairan di
Kabupaten Alor sebagai satu kesatuan ekosistem yang perlu
dilindungi dilestarikan, dan atau dimanfaatkan secara
berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan kawasan perairan
secara berkelanjutan.

Sebagai kabupaten kepulauan yang memiliki perairan laut seluas
10.773,62 km², Kabupaten Alor memiliki potensi pengembangan
perikanan laut sebesar 23.920,7 ton (BPS Kabupaten Alor, 2012).
Disamping potensi perikanan, gugus pulau-pulau besar dan kecil
serta keindahan alam bawah laut di Kabupaten Alor memiliki
potensi untuk dikembangkan sebagai obyek wisata. Berdasarkan
tata letak gugus pulau, daerah ini berbatasan dengan negara
Republik Demokratik Timor Leste, menjadikan Kabupaten Alor
sebagai pulau terdepan yang perlu diperhatikan utamanya dalam
pengelolaan Kawasan Perairan lautnya.

Berkaitan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan,
Pemerintah Kabupaten Alor bersama para pemangku kepentingan
lainnya telah melakukan serangkaian kajian potensi dan pemetaan
partisipatif bersama para pemangku kepentingan untuk
menetapkan kawasan yang dikelola secara bersama dan dipantau
serta dievaluasi secara bersama. Kajian tersebut dilakukan
sebagai salah satu dasar peningkatan kesejahteraan masyarakat
melalui pemanfaatan dan perlindungan kelestarian sumberdaya
alam, khususnya wilayah pesisir dan laut. Pola pemanfaatan
secara lestari yang selanjutnya dipilih dan dikembangkan sebagai
komitmen Pemerintah Kabupaten Alor ditandai dengan
pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)
Kabupaten Alor.

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Alor telah
dideklarasikan untuk perluasannya seluas 400.000,083 ha, dan
telah dilegitimasi melalui Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2009.
Pencadangan KKPD Kabupaten Alor adalah momentum dari
Pemerintah Kabupaten Alor sebagai langkah awal untuk
pengelolaan perairan laut dan pesisir yang lebih baik dan lebih
mensejahterahkan masyarakat pesisir Kabupaten Alor. Tindak
lanjut pencadangan KKPD tersebut adalah penyusunan Dokumen
Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)
Kabupaten Alor Tahun 2013-2033 yang memuat zonasi kawasan
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konservasi perairan dan direncanakan untuk jangka panjang,
menengah dan tahunan. Proses penyusunan Rencana Pengelolaan
KKPD Kabupaten Alor ini rencana pengelolaan dilakukan dengan
melibatkan para pemangku kepentingan di sekitar kawasan
konservasi dan stakeholder lainnya yang berkepentingan.

Rencana pengelolaan KKPD Kabupaten Alor ini disusun untuk
jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yaitu periode 2013–2033,
sebagai landasan bagi para stakeholder atau pemangku
kepentingan di Kabupaten Alor untuk melakukan pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan di perairan kawasan konservasi
daerah dalam mendukung pembangunan KKPD Alor.

Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
Daerah (KKPD) Kabupaten Alor Tahun 2013-2033 dijabarkan
untuk diimplementasikan berdasarkan program jangka panjang,
menengah dan tahunan. Dokumen ini memuat kebijakan dan
zonasi kawasan konservasi perairan dan dapat dijadikan sebagai
panduan operasional pengelolaan KKPD Kabupaten Alor. Rencana
Pengelolaan KKPD Kabupaten Alor adalah dokumen yang memuat
keseluruhan rencana pengelolaan yang bersifat strategis dan
sinergis yang mengakomodasikan semua wewenang dan
tanggungjawab seluruh para pemangku kepentingan (pemerintah,
swasta dan masyarakat).

1.2. Tujuan dan Manfaat
Tujuan umum penyusunan Rencana Pengelolaan KKPD
Kabupaten Alor dengan jenis kawasan suaka alam perairan adalah
sebagai berikut:

1) Mengembangkan KKPD Kabupaten Alor guna menunjang
pembangunan berkelanjutan di daerah.

2) Sebagai Melindungi dan melestarikan komunitas alami, spesies
ikan dan biota dilindungi, dan ekosistem di wilayah pesisir dan
perairan di dalam wilayah kawasan.

3) Mengembangkan upaya-upaya pemanfaatan sumberdaya
kawasan secara lestari untuk kegiatan perikanan, pariwisata,
pendidikan, perhubungan, penelitian dan kegiatan lain untuk
di kembangkan di kawasan sesuai dengan arahan rencana
sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen rencana
Pengelolaan KKPD Kabupaten Alor.

Secara khusus, penyusunan Rencana Pengelolaan KKPD
Kabupaten Alor mengakomodasi empat tujuan utama sebagai
berikut:
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1) Pembangunan sosial, yaitu memulihkan dan menjamin hak
dan kewajiban masyarakat dalam mengelola sumberdaya
secara terpadu dan berkelanjutan.

2) Konservasi ekologi, yaitu melindungi dan memperbaiki
ekosistem laut di kawasan konservasi perairan Kabupaten
Alor.

3) Pembangunan ekonomi berwawasan lingkungan, yaitu
mengembangkan sistem pemanfaatan sumberdaya secara
optimal, efisien dan berkelanjutan.

4) Administrasi kebijakan, yaitu meminimalkan adanya konflik
pemanfaatan dan kewenangan dalam pengelolaan kawasan
sehingga tercapai keterpaduan dan keberlanjutan program.
Dengan demikian, dokumen ini merupakan pedoman bagi
masyarakat desa, pemerintah dan pihak terkait dan/atau
pemangku kepentingan lainnya dalam upaya penyelesaian dan
penanganan isu/masalah yang diprioritaskan melalui rencana
kegiatan pengelolaan sumberdaya KKPD Kabupaten Alor
secara terpadu dan berkelanjutan.

Dokumen Rencana Pengelolaan KKPD Kabupaten Alor bersifat
terbuka dan memiliki peran sebagai berikut:

1) Memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Alor dalam mencapai
tujuan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara menyeluruh.

2) Memberikan landasan yang konsisten bagi para pemangku
kepentingan di Kabupaten Alor dan pihak lainnya dalam
menyusun program-program dalam mendukung pengelolaan
secara berkelanjutan KKPD Kabupaten Alor.

3) Mengidentifikasi tujuan dan sasaran dari setiap isu-isu penting
pengelolaan dan menyediakan strategi mengatasi isu-isu
penting tersebut.

4) Merupakan panduan operasional pengelolaan KKKPD di
Kabupaten Alor terkait penataan  zona KKPD, peruntukan dan
kegiatan pokok pada tiap zona serta kebijakan-kebijakan
pengelolaannya.

1.3. Ruang Lingkup Daerah Perencanaan

Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kabupaten Alor
berbatasan dengan 17 kecamatan. Ruang lingkup daerah
perencanaan yang dimaksud dalam dokumen ini adalah kawasan
konservasi yang telah dicadangkan dan dilegitimasi melalui
Peraturan Bupati Kabupaten Alor nomor 6 tahun 2009 dengan
luasan 400.083 ha dan posisi geogerafis antara 1230 45’ 05 – 1240

46’ 15 BT dan 80 03’ 22” – 80 36’ 21” LS.
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Kabupaten Alor kawasan pesisir yang berbatasan dengan
kawasan konservasi. Adapun batas-batas wilayah amatan dan
perencanaan adalah:

 Utara : berbatasan dengan/terletak di Laut Flores
 Selatan : berbatasan dengan/terletak di Selat Ombay.
 Timur : berbatasan dengan/terletak di Selat Wetar
 Barat : berbatasan dengan/terletak diSelat Alor

1.4. Proses Perencanaan
Perencanaan adalah tahapan penyusunan visi, misi, tujuan,
sasaran dan strategi pengelolaan, program dan kegiatan-kegiatan
yang akan dilakukan untuk mengatasi isu-isu dalam pengelolaan
sumberdaya KKPD Kabupaten Alor. Dokumen perencanaan ini
dikenal dengan Rencana Pengelolaan (management plan) KKPD
Kabupaten Alor. Sasaran yang diharapkan tercapai dalam proses
penyusunan rencana pengelolaan KKPD Kabupaten Alor adalah
mengakomodasi keterlibatan para pemangku kepentingan
(pemerintah dan non pemerintah) dalam keseluruhan proses
pengelolaan pada semua tahapan kegiatan diantaranya persiapan,
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta
pelaporan.

Pada proses penyusunan dokumen rencana pengelolaan KKPD
Kabupaten Alor, para pemangku kepentingan memiliki hak dan
kewajiban yang sama untuk mengetahui dan merumuskan
permasalahan dan kebutuhan, dan menentukan para pemangku
kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan, sesuai dengan
kondisi dan kemampuan para pemangku kepentingan. Guna
mengakomodasi keterlibatan dan peran serta para pemangku
kepentingan dalam pengelolaan KKPD Kabupaten Alor secara
berkelanjutan, pendekatan Adaptive Collaborative Management
(ACM) dipilih untuk digunakan sebagai landasan dalam
penyusunan dokumen.

Rencana Pengelolaan KKPD Kabupaten Alor disusun mengacu
pada kebijakan-kebijakan pembangunan daerah. Penyusunan
dokumen rencana pengelolaan ini merupakan kelanjutan dari
proses identifikasi potensi dan permasalahan yang terdapat di
KKPD Kabupaten Alor.

Penyusunan Rencana Pengelolaan KKPD Kabupaten Alor
dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan meliputi
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi para pemangku kepentingan
(pemerintah, masyarakat dan swasta) dari tingkat desa yang
berbatasan langsung dengan KKPD Kabupaten Alor, kecamatan,
dan kabupaten. Penjaringan dan pengumpulan data serta
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informasi berkaitan dengan isu-isu prioritas dalam pengelolaan
KKPD Kabupaten Alor dilakukan melalui dua tahapan kegiatan
melalui mekanisme konsultasi publik dalam bentuk tatap muka,
diskusi dan dengar pendapat dengan seluruh para pemangku
kepentingan.

Berkaitan dengan proses identifikasi isu, maka yang dimaksud
dengan identifikasi isu adalah proses pengumpulan informasi dan
penentuan masalah-masalah sumberdaya pesisir yang ada di
sekitar KKPD Kabupaten Alor, sebab dan akibat dari
permasalahan dan penanganan isu yang direkomendasikan
dan/atau diusulkan dalam rencana pengelolaan. Keterlibatan dan
partisipasi seluruh para pemangku kepentingan yang
mendapatkan nilai manfaat secara langsung maupun tidak
langsung dari kawasan, dimulai sejak tahap pengidentifikasian isu
melalui mekanisme konsultasi publik merupakan awal proses
pengelolaan. Mekanisme konsultasi publik tersebut dilakukan oleh
para pemangku kepentingan didampingi oleh tim fasilitator.

Secara sederhana isu pesisir dapat didefinisikan sebagai suatu
kondisi atau keadaan sumberdaya pesisir yang ingin diubah atau
diperbaiki oleh masyarakat dalam konteks pengelolaan. Isu dapat
berupa masalah yang ingin dan perlu ditangani (kerusakan,
kekurangan, gangguan, dan lain-lain), konflik (perselisihan,
kurang koordinasi, dan lain-lain) yang perlu diselesaikan di antara
masyarakat, dan potensi atau peluang yang dapat dikembangkan
(potensi perikanan, pariwisata, perhubungan, dan lain-lain).

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya
pengidentifikasian isu oleh para pemangku kepentingan antara
lain sebagai berikut:

a. Mengkaji bersama permasalahan kunci berkaitan dengan
pengelolaan kawasan untuk mendukung pembangunan
Kabupaten Alor yang berkelanjutan.

b. Menciptakan rasa kebersamaan kepemilikan program yang
dirumuskan dan dituangkan dalam dokumen rencana
pengelolaan KKPD Kabupaten Alor.

c. Mengkaji pemahaman dan padu serasi untuk menyamakan
persepsi para pemangku kepentingan terhadap informasi
penting sumberdaya alam dan lingkungan serta peruntukan
kawasan sebagaimana yang akan diatur dalam dokumen
rencana zonasi KKPD Kabupaten Alor.
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1.5. Sasaran Pengelolaan KKPD
Sasaran pengelolaan KKPD Kabupaten Alor adalah meningkatkan
fungsi perlindungan, pelestarian, pemanfaatan sumberdaya alam
dan lingkungan, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan
peningkatan sistem pengelolaan kawasan. Sasaran pengelolaan
KKPD Kabupaten Alor disusun mengacu pada rencana zonasi yang
telah disepakati oleh para pemangku kepentingan. Inti pengelolaan
adalah mengatur segala bentuk kegiatan sesuai dengan
peruntukan kawasan sedemikian sehingga pemanfaatan
sumberdaya kawasan tetap berlanjut dan secara bersamaan
kelestarian sumberdaya alam kawasan dapat terpelihara dan/atau
ditingkatkan.

Disamping itu, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dan
peningkatan sistem pengelolaan merupakan sasaran pengelolaan
yang sangat penting untuk diperhatikan. Keseluruhan program
yang akan implementasikan dan termuat dalam dokumen ini
secara holistik mengakomodasi kelima sasaran pengelolaan
kawasan.

1.5.1. Perlindungan
Kawasan konservasi di Kabupaten Alor ditetapkan untuk
melakukan pengelolaan yang terarah, terpadu, adil dan
berkesinambungan. Salah satu sasaran pengelolaan laut
melalui konservasi adalah melindungi kawasan-kawasan yang
secara ekologi merupakan daerah vital bagi
perkembangbiakan dan kelangsungan hidup sumberdaya
hayati akuatik dan ekosistemnya. Kegiatan perlindungan
daerah ini memiliki tujuan untuk menjaga ketersediaan stok
sumberdaya hayati di kawasan konservasi.

Daerah-daerah vital tersebut diantaranya ekosistem terumbu
karang, daerah pemijahan, dan daerah migrasi spesies
endemik dan spesies langka dilindungi. Ikan sebagai salah
satu sumberdaya akuatik, secara alami akan melakukan
migrasi dari daerah pemijahan atau daerah
perkembangbiakan menuju daerah lain di sekitar kawasan
bahkan ke luar wilayah kawasan konservasi untuk mencari
makan. Mengacu pada pemikiran sederhana tersebut, daerah
vital dapat dikatakan sebagai lumbung yang oleh karenanya
harus dilindungi.

Kegiatan perlindungan bukan hanya saja berkaitan dengan
daerah pemijahan, ekosistem penting, melainkan juga spesies
endemik dan/atau spesies langka dilindungi yang secara
alami melewati kawasan konservasi ketika melakukan migrasi
pemijahan. Perlindungan kawasan vital sebagaimana telah
diuraikan merupakan hal penting untuk menjaga kelestarian
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sumberdaya hayat akuatik di KKPD Kabupaten Alor. Mengacu
pada tujuan perlindungan inilah, maka pada rencana
pengelolaan KKPD akan memuat zonasi kawasan konservasi
perairan mulai dari penataan, peruntukan dan kegiatan
pokok tiap zonasi. Penetapan zonasi KKPD ini Kabupaten Alor
berdasarkan data dan partisipasi masyarakat.

Data dan informasi tersebut kemudian dianalisa dan
dipergunakan untuk penataan zonasi kawasan konservasi.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor  Per.30/MEN/2010 pasal 9, zonasi dalam kawasan
konservasi perairan terdiri dari zona inti, zona perikanan
berkelanjutan, zona pemanfaatan dan zona lainnya. Penataan
zona tersebut dilakukan berdasarkan fungsi dengan
mempertimbangkan potensi sumber daya, daya dukung dan
proses-proses ekologi.

Dalam penyusunan rencana zonasi KKPD Kabupaten Alor,
disepakati bahwa sebagian wilayah kawasan konservasi akan
ditetapkan sebagai zona inti. Mengacu pada Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: Per.30/MEN/2010
(pasal 14, 15, 16, dan 17), zona inti di KKPD Kabupaten Alor
diperuntukkan bagi:

1) Perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan
meliputi:

a) Perlindungan proses ekologis yang menunjang
kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumber
daya ikan dan ekosistemnya;

b) Penjagaan dan pencegahan kegiatan yang dapat
mengakibatkan perubahan keutuhan potensi
kawasan dan perubahan fungsi kawasan, dan/atau;

c) Pemulihan dan rehabilitasi ekosistem.

2) Penelitian meliputi:
a) Penelitian dasar menggunakan metode observasi

untuk pengumpulan data dasar;
b) Penelitian terapan menggunakan metode survei

untuk tujuan monitoring kondisi biologi dan ekologi,
dan/atau

c) Pengembangan untuk tujuan konservasi.

3) Pendidikan lingkungan tanpa melakukan pengambilan
material langsung dari kawasan konservasi.
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1.5.2. Pelestarian
Sasaran kedua dalam pengelolaan kawasan berbasis
konservasi adalah pelestarian. Tujuan pelestarian di
kawasan konservasi adalah menjaga proses-proses ekologis
yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau
sumberdaya ikan dan ekosistemnya. Pada pengelolaan
kawasan konservasi, tujuan pelestarian juga secara
langsung dapat berfungsi sebagai perlindungan. Mengacu
pada tujuan tersebut maka KKPD Kabupaten Alor memiliki
zona perlindungan, zona pemanfaatan pariwisata dan zona
perikanan tangkap berkelanjutan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor: Per.30/MEN/2010, pelestarian sumberdaya alam
dan ekosistemnya di kawasan konservasi berorientasi
pembatasan kegiatan yang dapat mengakibatkan
perubahan keutuhan potensi kawasan untuk mencapai
keseimbangan antara populasi dan habitatnya. Dengan
demikian, rencana pengelolaan KKPD Kabupaten Alor,
mengatur peruntukkan dan kegiatan-kegiatan pokok yang
diperbolehkan dilakukan pada masing-masing zona di
dalam kawasan konservasi. Tujuan akhir dari kegiatan
konservasi adalah untuk menjaga kelestarian sumberdaya
alam dan ekosistemnya sedemikian sehingga keberlanjutan
kegiatan pembangunan dapat tercapai.

1.5.3. Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Adanya penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah
(KKPD) Kabupaten Alor sebagai suatu kawasan konservasi
perairan daerah (KKPD) pada tahun 2009, bertujuan selain
pemanfaatan dari aspek lingkungan juga dapat
dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan ekonomi
dan sosial. Dengan demikian diperlukan pengaturan
sedemikian sehingga dalam pemanfaatan kawasan seiring
dengan perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam
dan ekosistemnya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
Nomor Per.30/MEN/2010 tentang Rencana pengelolaan
dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan, maka guna
mengatur pengelolaan dan pemanfaatan ruang kawasan,
telah dilakukan perwilayahan kawasan yang selanjutnya
dinamakan zonasi. Langkah selanjutnya dari penetapan
zonasi Keruangan kawasan konservasi tersebut adalah
penetapan rencana pengelolaan kawasan konservasi.
Kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan di
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kawasan konservasi diatur berdasarkan peruntukan
masing-masing zona.

Pengaturan yang dimaksud adalah menetapkan
serangkaian aktivitas pemanfaatan dengan memperhatikan
proses ekologis yang terjadi sedemikian sehingga aktivitas
tersebut dikembangkan dengan tetap memperhatikan
kelestarian lingkungan. Dengan terjaganya kelestarian
sumberdaya dan ekosistemnya, maka aktivitas
pemanfaatan dapat berkelanjutan. Pemanfaatan
sumberdaya alam dan lingkungan KKPD Kabupaten Alor
akan ditata pada tiap zona kawasan konservasi yang
direncanakan berdasarkan fungsi dengan
mempertimbangkan potensi sumber daya, daya dukung
dan proses-proses ekologi. Penataan zonasi tersebut
meliputi penataan peruntukan dan kegiatan pokok zonasi
sebagaimana diatur dalam Per.30/MEN/2010.
Berdasarkan Per.30/MEN/2010 peruntukkan zona untuk
perlindungan dan pelestarian  habitat dan populasi ikan,
penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah
lingkungan, budidaya ramah lingkungan, pariwisata dan
rekreasi, penelitian dan pengembangan serta pendidikan
dilakukan pada zona perikanan berkelanjutan dan zona
pemanfaatan yang akan diatur dan ditetapkan pada
rencana pengelolaan KKPD Kabupaten Alor. Peruntukan
dan kegiatan pokok pada kedua zona tersebut secara rinci
terlihat pada tabel 1. berikut .
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Tabel 1.1. Peruntukan dan Kegiatan Pokok Zona Perikanan Berkelanjutan & Zona Pemanfaatan
Zona Perikanan Berkelanjutan Zona Pemanfaatan

Peruntukan Kegiatan Pokok Peruntukan Kegiatan Pokok
a. Perlindungan

habitat & populasi
ikan

 Perlindungan proses-proses ekologis
yang menunjang kelangsungan hidup
dari suatu jenis atau sumber daya
ikan dan ekosistemnya
 Pengamanan, pencegahan, dan/atau

pembatasan kegiatan-kegiatan yang
dapat mengakibatkan perubahan
keutuhan potensi kawasan &
perubahan fungsi kawasan.
 Pengelolaan jenis sumber daya ikan

beserta habitatnya untuk dapat
menghasilkan keseimbangan anatara
populasi & habitatnya
Alur migrasi biota perairan
 pemulihan

a. Perlindungan &
pelestarian
habitat & populasi
ikan

 Perlindungan proses-proses ekologis
yang menunjang kelangsungan
hidup dari suatu jenis atau sumber
daya hayati dan ekosistemnya
 Penjagaan dan pencegahan,

kegiatan-kegiatan yang dapat
mengakibatkan perubahan
keutuhan potensi kawasan &
perubahan fungsi kawasan.
 Pengelolaan jenis sumber daya ikan

beserta habitatnya untuk dapat
menghasilkan keseimbangan antara
populasi dengan daya dukung
habitatnya habitatnya
 Perlindungan alur migrasi biota

perairan
pemulihan & rehabilitasi ekosistem

b. Penangkapan
ikan dengan alat
& cara yang
ramah lingkungan

Alat penangkapan ikan yang bersifat
statis dan atau pasif
Cara memperoleh ikan dengan

memperhatikan daya dukung habitat
dan atau tidak mengganggu
keberlajutan sumber daya ikan

b. Pariwisata &
rekreasi

Berenang
Menyelam
Pariwisata tontonan
Pariwisata minat khusus
Perahu pariwisata
Olah raga permukaan air
Pembuatan foto, video & film

c. Budidaya ramah
lingkungan

Kegiatan budidaya yang
mempertimbangkan
 Jenis ikan yang dibudidayakan;
 Jenis pakan
 Teknologi

c. Penelitian &
pengembangan

 Penelitian dasar untuk kepentingan
pemanfaatan & konservasi
 Penelitian terapan untuk

kepentingan pemanfaatan &
konservasi
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 Jumlah unit usaha budidaya
Daya dukung & kondisi lingkungan

sumber daya ikan.

Pengembangan untuk kepentingan
konservasi

d. Pariwisata &
rekreasi

 Pariwisata minat khusus
 Perahu pariwisata
 Pariwisata pancing
 Pembuatan foto, video & film

d. Pendidikan Pemeliharaan & peningkatan
keanekaragaman hayati
Perlindungan sumber daya

masyarakat lokal
Pembangunan perekonomian

berbasis ekowisata bahari
Pemeliharaan proses ekologis dan

sistem mendukung kehidupan
Promosi pemanfaatan sumber daya

secara berkelanjutan
Promosi upaya tata kelola untuk

perlindungan kawasan konservasi
perairan

e. Penelitian &
pengembangan

 Penelitian dasar untuk kepentingan
perikanan berkelanjutan &
konservasi
 Penelitian terapan untuk

kepentingan perikanan berkelanjutan
& konservasi
 Pengembangan untuk kepentingan

konservasi
f. Pendidikan Pendidikan untuk memberikan

wawasan & motivasi yang meliputi
aspek:
Biologi
Ekologi
Sosial ekonomi & budaya
 Tata kelola & pengelolaan
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1.5.4.Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia
Sumberdaya manusia adalah salah satu modal dasar
pengelolaan KKPD Kabupaten Alor. Sumberdaya manusia
yang dimaksud dalam dokumen rencana pengelolaan KKPD
Kabupaten Alor adalah masyarakat dan pelaksana pada
institusi yang terkait dalam pengelolaan kawasan
konservasi.Pemahaman masyarakat tentang konservasi
sebagai salah satu model pengelolaan sumberdaya alam
dan lingkungan yang berkelanjutan, perlu terus
ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan mengingat
masyarakat adalah salah satu stakeholders yang secara
langsung berhubungan dengan kawasan konservasi.

Sumberdaya manusia, selain masyarakat yang juga harus
memiliki kesamaan persepsi dalam pengelolaan kawasan
adalah pada pelaksana yang berada pada masing-masing
instansi pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan
kawasan konservasi. Pemahaman yang beragam berkaitan
dengan pengelolaan kawasan konservasi akan
menimbulkan konflik dalam pengembangan program
dengan pendekatan adaptivecollaborative management
(ACM). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumberdaya
manusia merupakan salah satu sasaran dalam rencana
pengelolaan KKPD Kabupaten Alor.

1.5.5.Peningkatan Sistem Pengelolaan dan Kelembagaan
Seiring dengan perkembangan paradigma pengelolaan
kawasan konservasi yang mutakhir maka bukan tidak
mungkin bahwa untuk mencapai pengelolaan kawasan
konservasi yang berkelanjutan diperlukan perubahan
paradigma pengelolaan dari pengelolaan yang bersifat top-
down menjadi pengelolaan adaptive collaborative
management (ACM).

Pengelolaan kawasan konservasi laut daerah (KKPD)
Kabupaten Alor, baik dalam jangka pendek, menengah dan
jangka panjang harus terpadu dan berkelanjutan.
Rancangan pengelolaan harus terpadu, dalam arti multi
sektor dan multi stakeholders, baik dari aspek keilmuan,
sektoral dan keterkaitan ekologis (Dahuri, et al., 2001).
Penetapan sistem pengelolaan perlu dilakukan dan
dituangkan dalam dokumen ini untuk menghindari
beberapa keadaan yang umumnya terjadi pada pengelolaan
kawasan perairan.
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Kawasan konservasi perairan daerah ditetapkan dengan
pertimbangan untuk melindungi dan menjaga kelestarian
sumberdaya alam dan lingkungan sedemikian hingga daya
dukung lingkungan kawasan untuk pemenuhan
kebutuhan hidup masyarakat di sekitar kawasan dapat
terlanjutkan. Implementasi penetapan kawasan perlu
ditindak lanjuti dengan rencana pengelolaan kawasan yang
disusun secara partisipatif dengan memperhatikan aspirasi
para pemangku kepentingan.

Dokumen rencana pengelolaan KKPD Kabupaten Alor,
disusun dengan pendekatan adaptive collaborative
management (ACM). Pada proses awal telah dilakukan
penjaringan isu dan permasalahan dan komponen-
komponen pengelolaan melalui kegiatan konsultasi publik
dengan para pemangku kepentingan. Kegiatan selanjutnya
adalah peningkatan sistem pengelolaan mengacu pada
beberapa komponen pengelolaan yang dituangkan di dalam
dokumen ini.Peningkatan sistem pengelolaan merupakan
sasaran kelima dalam rencana pengelolaan kawasan
konservasi perairan daerah (KKPD) Kabupaten Alor.

1.5.6. Kedudukan Dokumen Rencana Pengelolaan KKPD Kabupaten
Alor terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya
Rencana pengelolaan adalah dokumen perencanaan untuk
periode 20 tahun namun hanya dalam skala pengelolaan
kawasan konservasi perairan daerah (KKPD) Kab.Alor. Dokumen
ini disusun dalam rangka merencanakan pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan amanat UU
27/2007 dan UU 26/2007 tentang Penataan Ruang. Dokumen
Rencana pengelolaan ini merupakan kebijakan publik yang
dimaksudkan untuk memastikan upaya-upaya pengelolaan
kawasan konservasi perairan dan wilayah pesisir Kabupaten
Alor dapat menjadi arus utama dalam pembangunan di
Kabupaten Alor. Dokumen ini memberikan arahan kebijakan
lintas sektor dan aktor perencanaan pembangunan melalui
penetapan isu, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program
pegelolalaan KKPD di Kabupaten Alor.
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Dokumen rencana pengelolaan KKPD Kabupaten Alor ini adalah
dokumen perencanaan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan
Daerah (KKPD) Kabupaten Alor yang dibuat dengan mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Alor, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Alor, Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Alor dan Rencana Strategis SKPD (Renstra
SKPD) Bappeda dan masing-masing dinas atau badan teknis
terkait di Kabupaten Alor, yang selanjutnya dijabarkan dalam
Renja dan RKPD sampai pada pengganggaran dalam APBD dan
DPA SKPD. Dokumen Rencana Pengelolaan KKPD Kabupaten Alor
ini juga dapat dijadikan sebagai bahan dalam menyusun RPJMD
dan renstra SKPD. Disini terlihat ada hubungan timbal balik antar
dokumen perencanaan Hubungan antar dokumen perencanaan
dengan dokumen Rencana Pengelolaan KKPD Kabupaten Alor
secara jelas dapat dilihat pada skema keterhubungan antar
dokumen berikut ini

Gambar 1. Skema Hubungan antara Dokumen Rencana
Pengelolaan KKPD Kabupaten Alor dengan dengan
Dokumen Perencanaan lainnya
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RPJMD
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1.6 Landasan Hukum
Rencana pengelolaan KKPD Alor disusun dengan mengacu pada
beberapa landasan hukum dengan tujuan untuk mendorong peran
serta dan keterpaduan antar stakeholder terkait seperti
pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta lainnya secara
komprehensif. Diharapkan dokumen yang telah disusun dapat
menjadi acuan semua pihak terkait dalam pelaksanaan
pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Alor dan pembangunan
pesisir dan lautan Kabupaten Alor, selain itu, dokumen ini dapat
dijadikan instrumen yang akan dipakai sebagai referensi
penyusunan kebijakan dan penyusunan program kegiatan dalam
pengelolaan KKPD Alor secara khusus dan pengelolaan wilayah
pesisir Kabupaten Alor secara umum.

Rencana Pengelolaan KKPD Kabupaten Alor Tahun 2013-2033, disusun
berdasarkan:
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31
Tahun 2004 tentang Perikanan;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4739);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 4966);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tamabahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi
Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4779);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 833);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tantang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER/16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

11. Perturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.02/MEN/2009 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan
Konservasi Perairan;

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER/30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi
Kawasan Konservasi Perairan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Laut;

15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 002, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup Kawasan Pesisir dan Laut
(Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2005 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 377);

17. Peraturan Bupati Alor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penetapan
Selat Pantar Sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Alor Nomor 6
Tahun 2009  tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Alor
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penetapan Selat Pantar Sebagai
Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Alor.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahanan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor
436);



18

19. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 –
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2009 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor  468);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Alor
Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2010
Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor
480).
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BAB II.
POTENSI EKOLOGI DAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

DI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH
KABUPATEN ALOR

2.1. Profil Wilayah

Kabupaten Alor merupakan salah satu kabupaten kepulauan di
Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di bagian timur laut.
Kabupaten Alor terdiri atas 15 buah pulau, 9 pulau berpenduduk
(Pulau Alor, Pantar, Pura, Ternate, Buaya, Tereweng, Kangge, Kura dan
Pulau Kepa) dan 6 pulau belum berpenduduk (Pulau Sika, Kapas,
Batang, Lapang, Rusa dan Pulau Kambing)

Secara astronomis, Kabupaten Alor terletak antara:
Timur : 125º - 10’ 60” Bujur Timur
Barat : 123º - 80º 37” Bujur Timur
Utara : 08º - 8º 86” Lintang Selatan
Selatan : 08º - 57º 35” Lintang Selatan

Berdasarkan wilayahnya, batas-batas Kabupaten Alor adalah:
Timur : Pulau-pulau di Maluku.
Barat : Selat Lomblen Lembata
Utara : Laut Flores
Selatan : Selat Ombay dan Timor Leste

Alor memiliki luas daratan 2.928,87 km2 terdiri atas 17 kecamatan dan
luas wilayah peraian 10.773,62 km² dengan panjang garis pantai 287,1
km. Secara geografis, daerah ini terletak di bagian utara dan paling
timur dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Daerah Alor
merupakan daerah pegunungan tinggi yang dikelilingi oleh lembah dan
jurang, dan sebesar 63.94 % dari wilayah di Kabupaten Alor
merupakan daerah dengan kemiringan lebih dari 40o.

Alor adalah kelompok terakhir dari pulau-pulau di ujung timur dalam
gugusan Kepulauan Solor-Alor. Kabupaten Alor merupakan bagian dari
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berjarak sekitar 260 km dari
Kupang (Ibu Kota Provinsi NTT), 360 km dari Ende (Flores), dan 1.600
km sebelah Timur Ibu Kota Jakarta. Lokasi ini bisa dicapai dengan
menggunakan kapal boat dari Kupang selama sekitar 8 jam atau 55
menit dengan menggunakan pesawat udara melalui Bandara Mali.

2.2. Potensi Ekologi
Kepulauan Alor merupakan wilayah lintasan arus lintas Indonesia
(ARLINDO), dimana Arlindo adalah pertemuan dua massa arus dari
Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Hal ini menyebabkan perairan
Kabupaten Alor merupakan salah satu daerah upwelling dengan
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